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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum 

lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam 

penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dalam praktik peer to peer lending, masih sering terdapat pelanggaran dalam 

perjanjian baku antara pemberi pinjaman dengan penyedia jasa layanan dimana 

terdapat klausula eksonerasi sehingga hal tersebut dapat merugikan pemberi 

pinjaman. Keberadaan klausula eksonerasi Perjanjian baku Pelaku usaha PT 

Amartha Mikro Fintek merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak 

oleh pelaku usaha PT Amartha Mikro Fintek sebagai pelaku usaha. Dari 48 

klausula di dalam perjanjian tersebut, ditemukan 2 klausula baku yang 

melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ayat (3) huruf a yang 

mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha 

Jasa Keuangan kepada Konsumen. Pasal-pasal tersebut adalah klausula pada 

Pasal 4 angka 4 mengenai Penarikan Pembiayaan; dan klausula pada Pasal 5 

angka 3 mengenai  Kesepakatan Bunga. 

 

 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Maka 

saran yang dapat saya dapat berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Pihak pelaku usaha PT Amartha Mikro Fintek dalam hal ini seharusnya tidak 

mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yaitu 

klausula pengalihan, pembatasan, dan pembebasan tanggung jawab yang dapat 

merugikan konsumen sebagai pengguna jasa layanan. Pihak PT Amartha 
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seharusnya merubah kata-kata tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung 

jawab, ataupun menghapus klausula baku pelaku usaha yang melanggar Pasal 

22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
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